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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena
atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara
Prigi Triwulan Il Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Pelabuhan
Perikanan Nusantara Prigi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip
akuntabilitas dan transparansi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi kepada publik dengan
mengacu kepada ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntablitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 ahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun untuk melaporkan
capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Periode Triwulan |l Tahun 2025
terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan
Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mempunyai peran sebagai alat kendali dan
penilaian kualitas kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Pelabuhan
Perikanan Nusantara Prigi tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan Il Tahun 2025, diharapkan dapat
memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di
lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan
capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas
dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami
terus berupaya menyempurnakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

dan penyajian Laporan Kinerja di masa mendatang.
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Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan bentuk
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah
ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Pelaporan kinerja ini mendukung sistem
pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas, dan dapat dipercaya untuk mencapai
pengelolan yang bertanggung jawab. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi Triwulan Il 2025 memuat capaian kinerja atas pelaksanaan tugas
dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sesuai dengan visi, misi, dan
sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024-2029 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2025 mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp 11.039.056.000,00 dengan realisasi anggaran
sampai dengan triwulan Il 2025 sebesar Rp 6.177.036.028,00 atau mencapai
55,41%.

Secara kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mendapatkan Nilai
Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,85% (Istimewa). Hal ini
didukung oleh pencapaian indikator kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara
Prigi, dimana pada triwulan Il 2025 (berdasarkan Perjanjian Kinerja) terdapat 11
(sebelas) 100%. Sedangkan 7 (tujuh)

IK dengan capaian 2 IK lainnya

pengukurannya bersifat tahunan.

Target

Capaian

Sasaran Kegiatan 2025 TWII TW II %

Indikator Kinerja

Nilai PNBP Sektor

Perikanan Tangkap

Penerimaan PNBP Non-SDA

Perikanan Nusantara
Prigi

Perikanan Nusantara Prigi
(Ton)

Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Nusantara
Prigi yang Optimal dan
Bertanggung Jawab

Persentase Permohonan
Pengusahaan yang
Dianalisa dan/atau
Dievaluasi di Pelabuhan
Perikanan Nusantara Prigi
(Persen)

Tingkat Kinerja Pelabuhan
Perikanan Nusantara Prigi
(Nilai)

Tingkat Pelayanan
Kesyahbandaran Pelabuhan
Perikanan Nusantara Prigi
(Persen)

Meningkat di Pelabuhan di Pelabuhan Perikanan 1.540,58 730,88 794,80 108,75
Perikanan Nusantara Nusantara Prigi (Rp Juta)

Prigi

Produktivitas Perikanan Volume Produksi Perikanan

Tangkap di Pelabuhan Tangkap di Pelabuhan 17.054 3.415 3.416,30 | 100,04

vi



Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Persentase Pengendalian
Pengembangan Fasilitas
Pelabuhan Perikanan

Nusantara Prigi (Persen)

Target

2025

70

Nilai Pengendalian
Lingkungan di Pelabuhan
Perikanan Nusantara Prigi
(Nilai)

30,10

TWII

30,10

Capaian

TWII

95,66

%

317,81

Pengelolaan Awak Kapal
Perikanan, Kapal
Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan
Berkelanjutan di
Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi

Kapal Perikanan Izin Daerah
yang Memenuhi Ketentuan
(Kapal)

502

494

527

106,68

Tingkat Pemenuhan
Persyaratan Bekerja Awak
Kapal Perikanan (Nilai)

0,26

Terwujudnya Layanan
Dukungan Manajerial
yang Baik di Lingkungan
Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi

10

Nilai PM Pembangunan ZI
Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi (Nilai)

75,5

11

Persentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja (Persen)

85

12

Nilai PM SAKIP Pelabuhan
Perikanan Nusantara Prigi
(Nilai)

88

13

Indeks Profesionalitas ASN
Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi (Indeks)

87

0,26

82

0,37

89,09

142,30

117,65

108,65

14

Persentase Rencana Umum
Pengadaan PBJ yang
Diumumkan pada SIRUP di
Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi (Persen)

76

15

Tingkat Kepatuhan
Pengelolaan BMN
Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi (Persen)

81

Terwujudnya Layanan
Dukungan Manajerial
yang Baik di Lingkungan
Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi

16

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi (Nilai)

92

17

Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran Pelabuhan
Perikanan Nusantara Prigi
(Nilai)

71,5

18

Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat lingkup
Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi

88,50

76

88,50

100

93,53

131,57

105,68

vii
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BAB |. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang
digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan
yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan
kinerja, serta evaluasi kinerja. Sistem Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan
untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh
informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara
Prigi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi. Pemenuhan kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun,
dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.
Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja
Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan
dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan

kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 yang
pertanggungjawabannya harus dilakukan secara akuntabel dan merupakan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan yang berisi penerapan
manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja

ini dilakukan secara berkala (triwulanan dan tahunan). Pengukuran dan

1



pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi
kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil

kegiatan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu dari 22 (dua
puluh dua) Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan
beranggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber
daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan
pembangunan perikanan tangkap, pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang
terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

« Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan
» Pengelolaan Sumber Daya lkan
o Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen

Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan
bertanggung jawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari
penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala
pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara
akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi
pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan,
kegagalan pelaksanaan serta permasalahan — permasalahan yang dihadapi yang

disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari



pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2)
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan
Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang disusun secara periodik (setiap

Triwulan dan Tahun).

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja
sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tahun 2025
dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini
adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan
perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang
telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih

dan bertanggung jawab (good governance) bisa diwujudkan.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap,
Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain:
e Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara;
o Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
o Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;



1.3.

2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Thun 2023 tentang
Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di
Lingkungan Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108
Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan

Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai

dengan pemasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap,

bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolan dan

pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal



perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pelabuhan

Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan
anggaran, serta pelaporan di bidang Pelabuhan Perikanan;

b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan
kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;

c. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan

dan keberangkatan kapal perikanan;

Pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;

Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;

Pelaksanaan penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan;

Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;

@ ™ o o

Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan,
pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan
prasarana;

i. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian
sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian,
pemantauan wilayan pesisir, wisaata bahari, pembinaan mutu, serta
pengolahan dan pemasaran serta distribusi hasil perikanan;

j- Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;

k. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;

I.  Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara
penanganan ikan yang baik;

m. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan
penangkapan ikan;

n. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan; dan

0. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 51/KEPMEN-KP/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan dan

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

Kepala Pelabuhan
Ir. Ririn Sugihariyati

Kepala Subbagian
— Umum

Yayuk Herlinawati, S.Pi

[ |
Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan
Fungsional Pelaksana

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

1.4. Aspek Strategis

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam mendukung
kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2025 — 2029 sesuai dengan
renstra DJPT adalah sebagai berikut:

e Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan;

« Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama

Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;

¢ Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

« Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Loporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi
umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi

pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan



informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran

kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab Il Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi,
dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran stategis, indikator kinerja,
dan targetnya) dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kerja

Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

Bab Ill Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian hasil pengukuran Kkinerja,
evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya
menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai,
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi,
serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula
akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran
bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai
sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah

peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang
capaian kinerja organisasi, tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta
rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, penghargaan

yang diperoleh, serta dokumen kinerja lainnya.



BAB Il
PERENCANAAN
KINERJA
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